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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

1. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten 

Lombok Barat. Dapat ditarik kesimpulan implementasi yang dilakukan 

sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia yang berbunyi ―Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia‖. Dinas sosial sudah sangat memenuhi 

kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan, mulai dari 

hak atas pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak akesesibilitas, hak 

rehabilitasi sosial dan hak untuk hidup secara mandiri tanpa bantuan orang 

lain dalam menjalankan mobilitas dan kewajibannya sebagai warga 

negara, meskipun dalam hak pendidikan masih banyak yang harus 

dibenahi oleh pemerintah terutama menambah jumlah guru untuk 

mengajar siswa luar biasa dengan metode khusus untuk para murid 

berkebutuhan khusus. 

Dinas sosial selalu memberikan pelayanan yang baik juga bekerja 

sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi dan Rumah Sakit 

Jiwa dan masih banyak lagi sehingga dapat dengan mudah terpenuhi hak 

yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas meskipun ada beberapa 

faktor penghambat dalam melakukan realisasi pemenuhan haknya yang 

harus lebih diperhatikan lagi terutama dalam pelayanan rehabilitasi sosial 

dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum terlayani 
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dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga belum 

dapat dilayani . 

2. Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Mutu Penyandang Disabilitas  di 

Kabupaten Lombok Barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam  

peningkatan mutu dan  kualitas penyandang disabilitas agar dapat berperan 

dimasyarakat secara penuh dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri 

sudah sangat terealisasikan dengan baik, karena bekerja sama dengan 

kementrian sosial dalam upaya peningkatan mutunya dengan menyalurkan 

penyandang disabilitas untuk melakukan pelatihan atau dibina di Sentra 

Mahatmiya Bali dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa ―Prof. Dr. 

Soeharso‖ di Surakarta. 

Melalui hal ini yang menjembatani para penyandang disabilitas 

mampu bersaing di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat 

karena sudah dibekali dengan keteramplan yang mampu menjadi nilai 

ekonomis maupun nilai tambah bagi para penayndang disabilitas yang 

berasal dari program peningkatan mutu yang di usung oleh dinas sosial. 

Adapula beberapa faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan 

kualitas parapenyandang disabilitas di antaranya adalah sarana dan 

prasarana yang sesuai serta memadai sehingga dengan mudah dalam 

pengimplementasiannya, terciptanya lingkungan yang baik yang  bersifat 

ramah disabilitas, diberikannya ruang dan kesempatan yang sama dalam 

melakukan segala hal seperti layakya orang normal pada umumnya, faktor 

spiritual ataupun menanamkan nilai idiologi yang kuat dalam jiwa mereka 

sehingga lebih percaya diri, juga lingkungan keluarga yang selalu 
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memberikan semangat serta motivasi bagi mereka untuk menjalankan 

hidup. 

B. SARAN 

1. Bagi Penyandang Disabilitas 

Diharapkan bagi penyandang disabilitas agar lebih memahami 

terkait hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga 

dapat meningkatkan kualitas diri juga mendapatkan bantuan baik dari 

pemberian alat bantu bagi penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, 

tuna daksa dan lain- lain serta memperoleh hak rehabilitasi dan pembinaan 

baik secara mental dan intelektual mereka sehingga dapat berperan aktif di 

lingkungan masyarakat yang majemuk.  

2. Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan dalam 

memfasilitasi dengan baik terkait fasilitas yang harus diperoleh untuk 

penyandang disabilitas serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga 

dapat terpenuhinya hak penyandang disabilitas dengan optimal. 

Menambah tenaga guru sekolah luar biasa agar dapat berjalan dengan baik 

sehingga para penyandang disabilitas memiliki nilai yang tinggi di 

masyarakat,  karena mereka juga memiliki kesemapatan yang  sama dan 

memiliki hak yang sama dengan manusia lain sehingga tidak boleh adanya 

perlakuan diskriminasi bagi para penyandang disabilitas. Serta 

peningkatan aksesibilitas yang sesuai dalam  rangka  memudahkan akses 

dalam memperoleh pelayanan publik.
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